BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
ILO (International Labour Organization) atau Organisasi Buruh Internasional
adalah sebuah badan internasional di bawah naungan PBB yang turut aktif dalam
melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Prinsip dasar organisasi ini
mencakup :
a) Bahwa pekerja atau buruh bukan komoditas
b) Bahwa kebebasan berekspresi dan berserikat sangat penting untuk
kemajuan berkelanjutan dan
c) Bahwa kemiskinan dimanapun akan menjadi bahaya bagi
kemakmuran dimanapun.
Melalui Konvensi Internasional ILO No. 169 Tentang Masyarakat Hukum
Adat dan Masyarakat Pribumi di Negara Merdeka (Convention No. 169 concerning
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries). Dalam proses
perkembangannya dari mulai terbentuknya pada tanggal 27 Juni 1989 hingga saat ini
terdapat banyak penyempurnaan yang semakin memperkuat perlindungan terhadap
masyarakat adat diseluruh dunia teruatama di Indonesia yang terdapat banyak

populasi masyarakat adat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
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Hak-hak kolektif masyarakat adat secara umum akan peneliti jabarkan sebagai

berikut :

a. Hak-hak masyarakat adat terkait dengan proses pembangunan (pasal 7.2 dan
7.3).

b. Adat, hukum adat dan tradisi masyarakat adat (pasal 8.2, 9.1, 9.2, 10.1)

c. Konsep dan hak atas tanah masyarakat adat (pasal 14.1)

d. Hak mengelola sumber daya alam (pasal 15.2)

e. Hal-hal terkait pemindahan masyarakat adat ( pasal 16.1 dan 16.2)

f. Hak untuk mengembangkan perekonomian tradisional (pasal 23.1)

g. Hak untuk mendapatkan pekerjaan (pasal 20.2 dan 20.3)

h. Hak untuk mendapatkan pelatihan kejuruan guna meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (pasal 22.1 dan 22.2)

i. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan (pasal 25.2)

j. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (pasal 24)

k. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (pasal 27.1, 28.1, 28.2, 29)

I.  Hak untuk melakukan hubungan lintas perbatasan (pasal 32)

Sementara dalam hukum positif di Indonesia hak-hak kolektif masyarakat adat

dimuat dalam beberapa undang-undang antara lain :

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

92



3. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

6. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

7. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

9. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

10. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan

11. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

12. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat

juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut :

1. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

3. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Dalam hukum positif di Indonesia konvensi ILO No. 169 di representasikan

dalam beberapa Rancangan Undang-Undang yaitu RUU Pengakuan dan Perlindungan
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Hak-hak Masyarakat Adat (PPHMA) dan RUU Pertanahan dengan berbagai
penyesuaian dengan hukum  positif dan kepentingan nasional tanpa
mengenyampingkan hak-hak masyarakat adat.
5.2 Saran

Peneliti berharap Konvensi Internasional ILO No 169 dapat diratifikasi secara
keseluruhan mengingat pengaturan terkait hak kolektif masyarakat adat di Indonesia
menurut beberapa pakar dan menurut peneliti masih belum menyeluruh. Meskipun
sudah ada Rancangan Undang-Undang yang dibuat dengan mengacu kepada konvensi
ILO No0.169 namun masih dalam proses yang berkepanjangan.

Peneliti berharap konvensi tersebut diratifikasi agar secara keseluruhan dapat
menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat di seluruh Indonesia mengingat

Indonesia juga telah mengikatkan diri pada ILO (International Labour Organization).
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